
 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 19             TAHUN 2014 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2013   

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai  ketentuan Pasal  32 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun perubahan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah; 

   b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2013-2018, perlu perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai 

pedoman dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2014 yang memuat program prioritas 

daerah sesuai agenda gubernur dan wakil gubernur terpilih 

periode 2014-2018; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 

2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2014; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4406); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

16. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja  

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Derah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 

26); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Percepatan Infrastruktur Jalan Strategis 

Provinsi Dengan Pola Pembiayaan tahun Jamak (Lembaran 

Daerah Tahun 2010 Nomor 32); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Tahun 2011 Nomor 35); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Tahun 2011 Nomor 36); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah 

Tahun 2011 Nomor 37); 
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25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan 

Ibu, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Tahun 2011 

Nomor 40); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9); 

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Pengalokasian Dana Pembangunan Ruas jalan 

Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (Berita Daerah 

Tahun 2011 Nomor 125); 

28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 136) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 225); 

29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 

Nomor 214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 222); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  DAERAH PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT TAHUN 2014 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 

2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2013 Nomor 227) diubah sebagai berikut: 

 

1.  Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah 

serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk 

mendorong partisipasi masyarakat. 
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(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB  I PENDAHULUAN. 

BAB  II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH. 

BAB  III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

DAERAH. 

BAB  IV PENUTUP. 

 

2.  Pasal 6 dihapus 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal  8 September 2014                

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

                             ttd. 

H. M. ZAINUL MAJDI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal  9 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

   ttd. 

 H. MUHAMMAD NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR  19 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

        KEPALA BIRO HUKUM, 

                    

 

               H. RUSMAN 
     NIP. 19620820 198503 1 010 

 

 


